
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 

2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 

2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian/appraisal 
terhadap tunjangan perumahan bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka 

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 

41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu 

disesuaikan; 

 

 
 

 
 
 

 

SALINAN 



 

 

 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 



 

 

 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 7 Seri E); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 

TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2017 Nomor 39 Seri F) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 

50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 



 

 

 

 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2020 Nomor 27 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku dan standar luas bangunan dan lahan 

rumah negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan yang 
dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk 

standar rumah negara bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, tidak termasuk meubelair, 

belanja listrik, air, gas, dan telepon. 

(3) Besaran tunjangan perumahan bagi Ketua, 

Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD diberikan Tunjangan 

Perumahan sebanyak Rp32.352.941,00 
(tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh 

dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu 
rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan 
Perumahan sebanyak Rp27.058.824,00 
(dua puluh tujuh juta  lima puluh delapan 

ribu delapan ratus dua puluh empat 
rupiah); dan 

c. Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Perumahan sebanyak Rp23.529.412,00 

(dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh 
sembilan ribu empat ratus dua belas 
rupiah). 

(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum dipotong pajak. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Besaran tunjangan transportasi harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang 

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang 
dibayarkan harus sesuai dengan standar 

satuan harga sewa kendaraan yang berlaku 
untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak 
termasuk biaya perawatan dan biaya 

operasional kendaraan dinas jabatan. 

(3) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh 

Pemerintah Daerah setiap tahun 

(4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD diberikan tunjangan 
transportasi sebanyak Rp30.752.941,00 

(tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh 
dua ribu sembilan ratus empat puluh satu 

rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan 

transportasi sebanyak Rp26.252.941,00 
(dua puluh enam juta dua ratus lima 
puluh dua ribu sembilan ratus empat 

puluh satu rupiah); dan 

c. Anggota DPRD diberikan tunjangan 

transportasi sebanyak Rp21.452.941,00 
(dua puluh satu juta empat ratus lima 

puluh dua ribu sembilan ratus empat 
puluh satu rupiah). 

(5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) belum dipotong pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 17 Maret 2021 
 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

ERZALDI ROSMAN 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 17 Maret 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
NAZIARTO 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021       
NOMOR 6 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Utama Muda/IV/c 

NIP. 19630306 198603 1 015 




